BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.62, 2010 Kementerian Kehutanan. Pengelolaan. Hutan
Lindung. Hutan Produksi

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/Menhut-11/2010
TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGELOLAAN
HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu diatur
mengenal pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produks (KPHP) dengan peraturan Menteri;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Norma,
Standar, Prosedur dan Kiriteria Pengelolaan Hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengel olaan Hutan Produksi (KPHP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservas
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagamana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang Undang- Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4452);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta


http://www.djpp.depkumham.go.id

10.

11.

12.

Menetapkan :

3 2010, No.62

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provins, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisass Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah bebergpa kali disempurnakan terakhir
dengan Nomor P.64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2008);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-11/2009
tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PENGELOLAAN HUTAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) DAN
KESATUAN PENGELOLAAN PRODUKSI (KPHP).
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan beris
sumberdaya alam hayati yang didominas pepohonan dalam persekutuan
alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan
kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamas hutan; perlindungan hutan dan
konservas alam.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan
adil untuk kesgjahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kel estariannya.

Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungs pokok
kawasan hutan.

Rehabilitass hutan dan lahan addah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungs hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sSistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungs secara
optimal sesuai dengan peruntukannya.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatas
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit,
serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investas serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam
wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak.
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Inventarisas hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk
mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya
secara lengkap.

Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk
meningkatkan efektivitas dan efisens pengelolaan.

Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit
usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau
silvikultur yang sama.

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesual fungs pokok dan peruntukannya yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan lindung.

Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah
sebagal acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan olenh KPHL dan
KPHP.

Tujuan pengaturan pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP adalah untuk
menjamin tersel enggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari.

BAB |1
TUGAS DAN FUNGSI KPHL DAN KPHP
Pasal 3

Organisast KPHL dan KPHP mempunyai tugas dan fungsi:
a. Menyelenggarakan pengel olaan hutan yang meliputi:
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1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. pemanfaatan hutan;

3. penggunaan kawasan hutan;

4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan

5. perlindungan hutan dan konservas alam.

b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provins dan kabupaten/kota
bidang kehutanan untuk diimplementasikan;

c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mula  dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pengendalian;

d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya;

e. Membuka peluang investas guna mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.

BAB Il
TATA HUTAN DAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
Bagian Kesatu
Tata Hutan
Pasal 4

(1) Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1,
dilakukan pada setiap KPHL dan KPHP.

(2) Kegiatan Tata Hutan di KPHL dan KPHP terdiri dari:
a. inventarisasi hutan;
b. pembagian ke dalam blok;
C. pembagian petak;
d. tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP; dan
e. pemetaan.

(3)Kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan
dengan uraian sebagal berikut:

a. Kegiatan awal dalam kegiatan tata hutan dalam KPHL dan KPHP adalah
Inventarisasi hutan.
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b. Atas dasar hasil inventarisas hutan tersebut pengelola KPHL dan KPHP
membuat rancangan pembagian blok dan petak.

c. Atasdasar rancangan pembagian blok dan petak dilakukan penataan batas
pada blok dan petak tersebut.

d. Batas wilayah kelola KPHL dan KPHP, dan hasil penataan batas
sebagaimana dimaksud pada butir a dan d di atas dituangkan peta tata
hutan.

(4) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata hutan pada KPHL
dan KPHP lintas Kabupaten/K ota.

(5) Bupati/Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata hutan pada
KPHL dan KPHP dalam Kabupaten/K ota.

(6) Unit eselon | yang bertanggung jawab di bidang tata hutan melakukan
supervisi dan faslitasi kegiatan tata hutan pada KPHL dan KPHP.

Pasal 5
(1) Inventarisas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
dilaksanakan untuk memperoleh informas potensi, karakteristik, bentang
alam, kondis sosia ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola
KPHL dan KPHP.
(2) Aspek pelaksanaan inventarisas hutan diarahkan untuk mendapatkan data
dan informas berkenaan dengan:

a. Status, penggunaan, dan penutupan lahan;

Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi;

IKlim;

Hidrologi (tataair), bentang alam dan ggaa-gegaaaam;
Kondis sumber daya manusia dan demografi;

Jenis, potensi dan sebaran flora;

Jenis, populas dan habitat fauna; dan

h. Kondis sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

(3) Pelaksanaan inventarisasi  dilakukan dengan cara surve melalui
penginderaan jauh dan/atau terestris.

(4) Inventarisas hutan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima)
tahun.

(5) Data dan informasi hasil inventarisasi hutan disgjikan dalam bentuk
deskriptif, numerik, peta dan lain-lain, yang meliputi:

@ -0 oo o
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a. Data Pokok berupa Potensi tegakan kayu, Potensi sumber daya tumbuhan
non kayu yang meliputi jenis/sub jenis, penyebaran, populasi dan status,
Keanekaragaman jenis pohon, rigp tegakan untuk plot-plot permanen
apabila telah dilakukan pengukuran berulang, habitat, penyebaran,
populasi dan status, potens objek wisata dan jasa lingkungan,
pengelompokan jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan
Pemerintah baik pusat maupun daerah, macam dan bentuk-bentuk
pengelolaan hutan, peta hasil kegiatan skala minimal 1:50.000; dan

b. Data Penunjang berupa infra struktur yang mendukung pengelolaan
hutan, Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, Informasi kondisi
DAS dan Sub DAS.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil inventarisass sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5,
dilakukan pembagian blok.

(2 Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memperhatikan:

a. Karakteristik biofisik lapangan;
b. Kondis sosial ekonomi masyarakat sekitar;
c. Potens sumberdaya alam; dan

d. Keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan.
(3)Dalam Pembagian Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan
untuk menetapkan blok sebagai wilayah tertentu.

Pasal 7
(1)Berdasarkan Pembagian Blok sebagaimana dimaksud Pasal 6, dilakukan
pembagian petak.
(2)Pembagian petak sebagaimana ayat (1), memperhatikan:
a. Produktivitas dan potens areal/lahan;

b. Keberadaan kawasan lindung, yang meliputi Kawasan bergambut,
Kawasan resapan ar, Sempadan pantal, Sempadan sungai, Kawasan
sekitar danau/waduk, Kawasan sekitar mata air, Kawasan Cagar Budaya,
Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah,
Kawasan Pengungsian Satwa, dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan
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c. Rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan
hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamas hutan,
pemberdayaan masyarakat.

(3)Dalam hal wilayah yang bersangkutan telah ada izin atau hak, pembagian
petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang izin atau
hak.

(4)Pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan
identifikas lokas dan potensi wilayah tertentu, antaralain:

a. wilayah yang akan diberikan izin, dan
b. wilayah untuk pemberdayaan masyarakat.
Pasal 8

(1) Tata batas dalam wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf d dilaksanakan untuk kepastian batas blok dan petak.

(2) Tata batas sebaga mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. Persigpan peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan
petak yang telah dilaksanakan serta dipetakan;

b. Penyiapan trayek-trayek batas;
c. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas;

d. Penygjian peta tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP, berdasarkan
hasi| penataan batas sebagaimana huruf c.

Pasal 9

(1) Berdasarkan kegiatan tata batas, inventarisasi, pembagian blok, pembagian
petak sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 sampa dengan Pasa 8,
dilakukan pemetaan KPHL dan KPHP.

(2) Pemetaan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat unsur-unsur antaralain:

a. batas wilayah KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan Menteri;
b. pembagian batas blok;

C. pembagian batas petak; dan

d. petadengan skalaminimal 1:50.000.

(3) Kegiatan pemetaan pada KPHL dan KPHP, dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Hutan
Pasal 10

(1) Hasil tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9
digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

(2) Materi rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Arahan-arahan pengelolaan hutan padawilayah KPHL dan KPHP; dan

b. Rencana pembangunan KPHL dan KPHP memuat perencanaan
organisas yang didalamnya memuat pengembangan SDM, pengadaan
sarana dan prasarana, pembiayaan kegiatan, dan kegiatan lainnya.

(3) Rencana pengelolaan hutan meliputi:
a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 tahun; dan
b. Rencana Pengelolaan hutan jangka pendek 1 tahun
(4) Unit eselon | yang bertanggung jawab di bidang rencana pengelolaan hutan
melakukan supervisi dan fasilitas kegiatan penyusunan rencana pengelolaan
hutan pada KPHL dan KPHP.
Pasal 11
(1) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang untuk KPHL dan KPHP disusun
oleh Kepaa KPHL dan KPHP dinila oleh Gubernur dan disahkan oleh

Menteri atau peabat yang ditunjuk.

(2) Rencana pengel olaan hutan jangka panjang sebagai mana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan:

a mengacu pada rencana kehutanan nasional, provins, maupun
kabupaten/kota; dan

b. memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi
lingkungan.

(3) Rencana pengel olaan hutan jangka panjang sebagai mana dimaksud pada ayat

(1) memuat unsur-unsur:

a. tujuan yang akan dicapa KPH;

b. kondis yang dihadapi;

C. strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi
tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitas dan
reklamas hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam; dan

d. arahan kegiatan pembangunan jangka panjang KPH.
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Pasal 12

(1) Berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHL dan KPHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, disusun rencana
pengelolaan hutan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPHL dan KPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pgabat yang ditunjuk oleh Kepala
KPHL dan KPHP, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPHL dan KPHP.

(3) Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek
dilaksanakan melalui pembahasan yang melibatkan para pemangku
kepentingan.

(4) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPHL dan KPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. tyuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPHL dan KPHP yang
bersangkutan;

evaluas hasi| rencanajangka pendek sebelumnya;

target yang akan dicapal;

basis data dan informasi;

kegiatan yang akan dilaksanakan;

status neraca sumber daya hutan;

pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
partisipasi pemangku kepentingan; dan

. arahan rencana pembangunan tahunan KPHL dan KPHP.
Pasal 13

(1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang menjadi pedoman dan acuan
seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang di wilayah KPHL dan
KPHP yang bersangkutan.

SQ@ "o o P o

(2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek menjadi pedoman dan acuan
seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPHL dan
KPHP yang bersangkutan.

(3) Format Rencana Pengelolaan Hutan sebagai mana tercantum pada lampiran
Peraturan ini.
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3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

BAB IV
PEMANFAATAN HUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat
hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesgahteraan
masyarakat.

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan melalui kegiatan:

a. pemanfaatan kawasan.

b. pemanfaatan jasa lingkungan.

c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau
d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya
berfungs Hutan Lindung (HL), hanya dapat dilakukan kegiatan berupa:

a. Pemanfaatan kawasan;
b. Pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya
berfungs Hutan Produks (HP) dapat dilakukan semua jenis kegiatan
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang
diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHL dan KPHP telah hapus
atau berakhir, Kepala KPHL dan KPHP bertanggung jawab atas
pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerjayang bersangkutan.

Hapus atau berakhirnyaizin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesua peraturan perundang-undangan.
Pasal 16

Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan
evaluas atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya.
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(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan setigp 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud
padaayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

Terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan dalam
wilayah KPHL dan KPHP, maka pemberian rekomendasi oleh dinas yang
menangani  urusan kehutanan Provins atau Kabupaten/Kota harus
mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun oleh KPHL
dan KPHP.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Wilayah Tertentu
Pasal 18

(1) Pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPHL dan KPHP dilakukan melalui
penugasan oleh Menteri.

(2) Bentuk pemanfaatan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah melaksanakan pemanfaatan hutan yang didalamnya termasuk kegiatan
penjualan tegakan.

(3)KPHL dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah
tertentu adalah Organisas KPHL dan KPHP yang telah menerapkan pola
pengelolaan Badan Layanan Umum.

BAB V
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Pasal 19

(1) Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan
dan evaluas atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah
KPH-nya.

(2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
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Pasal 20

Terhadap permohonan dan/atau perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan
dalam wilayah KPH, maka pemberian rekomendasi oleh dinas yang menangani
urusan kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan
rencana pengelolaan hutan yang telah disusun olen KPHL dan KPHP.

Pasal 21

(1) Dalam hal izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHL dan KPHP
telah hapus atau berakhir, maka Kepaa KPHL dan KPHP bertanggung
jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang
bersangkutan.

(2) Hapus atau berakhirnya izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
Bagian Kesatu
Rehabilitasi Hutan
Pasal 22

(1) Rehabilitasi hutan di wilayah KPHL dan K PHP diselenggarakan oleh
KPHL dan KPHP.

(2) Rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Reboisas;

b. pemeliharaan tanaman;

C. pengayaan tanaman;

d. penerapan teknik konservas tanah.

(3) Rehabilitasi hutan diselenggarakan sesual peraturan perundangan-
undangan.

Pasal 23

(1)Rehabilitasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang telah dibebani
1zinhak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan
oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan.

(2)Rehabilitasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya tidak
dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya
dilakukan oleh KPHL dan KPHP.
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Pasal 24

(1)Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan
evaluas atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya.

(2)Pembinaan, pemantauan dan evaluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan setigp 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(3)Tata cara pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Pemanfaatan hasil rehabilitas hutan yang dibiaya oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh pemegang hak
atau izin diatur sesua ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Reklamasi Hutan
Pasal 26

(1) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetas hutan pada kawasan
hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan
penutupan tanah.

2 Reklamasi hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin
penggunaan kawasan hutan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam hal pemegang izin penggunaan kawasan hutan telah melaksanakan
reklamas hutan, maka Kepala KPHL dan KPHP bertanggung jawab atas
pengamanan dan perlindungan atas reklamasi hutan yang bersangkutan.

Pasal 27

(1)Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan
evaluas atas pelaksanaan reklamas hutan di wilayah KPH-nya.

(2)Pembinaan, pemantauan dan evaluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan setigp 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan
kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagamana dimaksud
pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
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BAB VII
PERLINDUNGAN HUTAN
Pasal 28

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil
hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungs lindung, fungs
konservasi, dan fungsi produksi, tercapa secara optimal dan lestari.

Pasal 29
Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

a. mencegah dan membatas kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya
alam, hama dan penyakit; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 30

(1) Perlindungan hutan di wilayah KPHL dan KPHP diselenggarakan oleh
KPHL dan KPHP.

(2) Perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya telah
dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya
dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan.

(3) Perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya tidak
dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya
dilakukan oleh KPHL dan KPHP.

(4) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;

b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak,
kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;

c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya
gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;

d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya
kepada instansi kehutanan yang terdekat;

e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang
sesual dengan kebutuhan.
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(5) Pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

(1) Menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas
penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamas
hutan dan perlindungan hutan oleh KPHL dan KPHP.

(2) Menteri dapat menugaskan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan,
pengendalian dan pengawasan teknis sebaga mana dimaksud pada ayat (1) di
atas.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 26 Januari 2010

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 26 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.6/Menhut-11/2010
TANGGAL : 26 Januari 2010

FORMAT RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

A. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA
PANJANG

Sampul

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Peta Situas
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar
Daftar lampiran
Daftar Lampiran Peta

|. PENDAHULUAN
Bab ini memuat Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan
Batasan Pengertian
Il. DESKRIPSI KAWASAN
Beris Informasi:
a. Risalah Wilayah KPH yang meliputi al: letak, luas, aksesibilitas
kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPH.
b. Potens wilayah KPH (al: penutupan vegetasi, potens kayu/non

kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potens jasa lingkungan
dan Wisata Alam).
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c. Informasi Sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan,
termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.

d. Informasi ijin-ijin Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan
hutan yang ada di wilayah kelola.

e. Kondis Posis KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan
pembangunan daerah.

f. Informasi kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah
dilaksanakan pada wilayah KPH.

g. Informasi lain yang relevan.
h. Isu strategis, kendala, permasalahan.
KEBIJAKAN

Memuat: Arah Strategis dan kebijakan pengembangan KPH di masa
yang akan datang.

. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

ANALISIS DAN PROYEKS

Memuat analisis data dan informas yang saat ini tersedia (baik data
primer hasil dari inventarisasi hutan dan penataan hutan, maupun data
sekunder) serta proyeksi kondis wilayah KPH di masa yang akan
datang.

RENCANA KEGIATAN

Memuat rencana kegiatan strategis selama jangka waktu Rencana
Pengelolaan ini, antaralain:

a. Inventarisas berkalawilayah kelola serta penataan hutannya.
b. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
c. Pemberdayaan masyarakat.

d. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPH yang
telah ada hak atau izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan
hutan.

e. Penyelenggaraan rehabilitasi padaareal di luar ijin.

f. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitaas
dan reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutannya.

g. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservas alam
h. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisas antar pemegang ijin
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I. Koordinasl dan sinergi dengan instans dan pemangku kepentingan.
. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.
k. Penyedian pendanaan.
|. Penyediaan sarana dan prasarana.
m. Pengembangan database.
n. Rasionalisasi wilayah kelola.
0. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali).
p. Pengembangan investasi.
g. Kegiatan lain yang relevan.
VIl.PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
VIll. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
IX. PENUTUP
Lampiran-lampiran
- Petawilayah KPH
- Peta Penutupan lahan
- PetaDAS
- Peta sebaran potens wilayah KPH dan aksesibilitas
- Peta Penataan hutan (Blok, Petak)
- Petapenggunaan lahan

- Petakeberadaan ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan

- Petatanah, iklim, geologi

B. KERANGKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA
PENDEK

Sampul

Halaman Judul
Lembar pengesahan
Peta Situas
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
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Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Daftar Lampiran Peta

l. PENDAHULUAN

Beris latar belakang, maksud dan Tujuan, ruang lingkup, batasan
pengertian

1.  ANALISIS DAN PROYEKS

Memuat analisis dan proyeksi rencana kegiatan yang bersifat
operasional dalam jangka waktu 1 tahun.

I1l. RENCANA KEGIATAN
Memuat rencana kegiatan tahunan, kebutuhan dana, tata waktu

pel aksanaan.
V. MONITORING DAN EVALUASI
V. PENUTUP

Lampiran-lampiran

C. SKALA PETA
a. Untuk Wilayah KPH < 50.000 Ha, skala petaminimal 1: 50.000

b. Untuk Wilayah KPH 50.000 — 100.000 Ha, skala petaminimal 1:
100.000

c. Untuk Wilayah KPH > 100.000 Ha, skala peta minimal 1: 250.000.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
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